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' 
I . 

BUPATI BANYUMAS, . I 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Peraturan 1 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
~euangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan 
s1stem pemerintahan berbasis elektronik di bidang 
pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, termasuk 
dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 

b. bahwa penerimaan daerah merupakan salah satu unsur 
penatausahaan keuangan daerah yang perlu dikelola dengan 
menerapkan sistem penerimaan daerah secara elektronik 
dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Sistem Penerimaan Daerah Secara Elektronik; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pem~e~tukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provms1 Jawa 

Tengah; 

U dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
2 Undang- n "k I d . Tah 2003 · • (Le b an Negara Repubh n ones1a un 

· Negara mT arbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47, am 
Nomor 4286); 

1 . 
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r 
3. Undang-Und 

p b ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

I 
edr end:1haraan Negara (Lembaran Negara Republik 
n ones1a Tahun 2014 N N gara 

R bl'k I omor 5, Tambahan Lembaran e 
epu 1 ndonesia Nomor 4355); 

4· Unda~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan D h • d ·a aera (Lembaran Negara Repubhk In onesi 
Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Re~u~hk Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ·dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; · 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 

3 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Banyumas (Lembaran . Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Sen E); 

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Banyumas (Berita Da~rah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2012 Nomor 31) sebaga1mana t~lah beberapa kali 
diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 

2020 tentang 31) ; 
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r 
MEMUTUSKAN · 

PERATURAN BUP . RAH 
ATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAE 

SECARA ELEKTRONIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 
Banyumas. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

Ka bu paten 

4 · ~~aran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
dismgkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Banyumas. 

5 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

7. Kas Daerah adalah tern pat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah 

8 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. . 

9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati 
sebagai penyedia layanan pe~erima~ setoran penerimaan 
daerah dan bertindak sebaga1 collecting agent dalam sistem 
penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik. 

lO. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/barang. 

l l. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggar~ un~uk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpmnya. 
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12. Dokumen Pelak 1 ·utnya . . sanaan Anggaran SPKD yang se anJ 
d;s~ngkat DPA-SPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
o e pengguna anggaran. 

13· Ke~d~an_ Kahar (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang 
t~rJ~di diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat 
dihmdarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, 
kebak8;fan, b~njir, pemogokan umum, perang (dinyatakan 
atau tldak dmyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, 
huru-h~a, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara 
l~as sehmgg~ suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau 
tidak dapat d1laksanakan sebagaimana mestinya. 

14. User ":~ceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah 
penguJian yang dilakukan oleh BUD atas sistem dan proses 
bisnis penatausahaan penerimaan daerah pada bank atau 
bank umum atau badan/lembaga yang mengajukan 
permohonan untuk menjadi bank dengan persyaratan dan 
spesifikasi yang ditetapkan oleh BUD. 

15. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB 
adalah nomor referensi bukti transaksi penyetoran 
penerirnaan daerah yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank 
Persepsi. 

16. Bukti Penerirnaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah dokurnen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas 
transaksi penerimaan daerah dengan teraan NTB atau sarana 
adrninistrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan 
surat setoran. 

17. Laporan Harian Penerimaan Elektronik yang selanjutnya 
disingkat LHP Elektronik adalah laporan harian penerimaan 
daerah yang dibuat oleh Bank dalam bentuk arsip data 

kornputer. 

18. Sistern Settlement adalah sistem Penerimaan Daerah yang 
ditetapkan oleh Bupati, yang dikelola oleh BUD untuk 
memfasilitasi penyelesaian proses pernbayaran. 

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, pernungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-u n<langan. 

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
rnenurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
terrnasuk pemungut, pengumpul atau pernotong retribusi 

tertentu. 
21. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan 

k 1 kukan kewajiban membayar menurut peraturan 
untu me a b 1 ku 
perundang-undangan yang er a · 
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22. Wajib Setor adalah . 
untuk melakuk korang pnbadi atau badan yang ditentukan 

an ewa"b d' menyetorkan . Jl an untuk menerima untuk kemu ian 
penenmaan daerah menurut peraturan 

perundang-undangan, 

23. CA Only adalah pen · 
b 

enmaan daerah yang catatan transaksi dan 
uangnya erada di Bank. 

24' Settlement Only adalah transaksi Penerimaan Daerah yang 
ter_catat P~da Sistem Settlement namun tidak terdapat pada 
data penenmaan da h d . . . era an s1stem Bank Perseps1. 

25. Sistem Elektronik adala11 serangkaian perangkat dan prosedur 
elektronik yang b f · · lk er ungs1 mempers1apkan, mengumpu an, 
mengolah men a1· · 'lk ' gan 1s1s, menyimpan, menamp1 an, 
mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan 
informasi elektronik. ' 

26. Do~men Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar 
melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akse$, simbol 
a tau perforasi • yang mcP..1i!iki ·· inakna atau arti a tau dapat 
dipahanii oleh orang yang mampu memahaminya. 

27. Biller adalah SKPD yang diberi tugas dan kewenangan untuk 
menerbitkan dan mengelola Kade Billing. 

28. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh 
sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang 
akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib 

Bayar /Wajib Setor. 

29 P ·maan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah . . enen . 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Daerah yang diatur dalam Pera_ turan Bup_ati ini 
(1) Penerimaan d t k /d . . ruh Penerimaan Daerah yang 1se or an 1terima 

mehpu~i selu si dengan menggunakan Kade Billing yang 
melalu1 Bank Pers~ptegrasi dengan Sistem Penerimaan Daerah 
diproses secara term 
secara Elektronik. . . . 

h cara Elektromk sebaga1mana d1maksud 
(2) Penerimaan Daera_ u: sistem aplikasi pada Biller dan Sistem 

pada ayat ( 1) mehp 

Settlement. 
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(3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam mata uang rupiah. 

BAB III 

PENUNJUKAN BANK PERSEPSI 

Pasal 3 

( 1 l Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Dae rah secara 
elektronik, Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib 
Setor melaksanakan penyetoran Penerimaan Daerah melalui 
sarana layanan Penerimaan Daerah dalam bentuk: 

a. Layanan pada loket/teller (over the counter1; dan/atau 

b. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya 
yang terdiri atas namun tidak dibatasi pada Automatic 
Teller Machine (ATM), internet banking, dan mobile 
banking. 

(2) Sarana layanan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disediakan oleh Bank Persepsi. 

Pasal '4 

(1) Bank umum yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. telah menandatangani kesepaka.tan bersama dengan 
Bupati; 

b . didirikan/beroperasi di Indonesia . sesuai den ga.n 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ; 

c. memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 
(dua belas) bulan terakhir; 

d. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undanga.n 
Republik Indonesia; 

e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online 
dengan sistem Penerimaan Daerah ; 

f. lulus UAT yang dilaksanakan oleh BUD; dan 

g. bersedia menandatangani perjanjian kerja sama 8ebagai 
Bank Persepsi dengan BUD· 

(2) Pemimpin bank umum wilayah setempat yang bermlnat 
tuk ditunjuk sebagai Bank Persepsi mengaju~ 

;rmohonan secara tertulis kepada Bupati. 

(3) Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilampirl 
dengan: 
a. Salinan akte pendirian/izin bcroperasi scbagol b nk 

umum; 
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. . k t komposit,; 
b. Salman surat keterangan mengenai permg a 

. 1 h direktur 
c. Surat Pemyataan yang ditandatangam O e ai· 

utama bank umum atau pejabat yang ditunjuk mengen · 

h . ketentuan 
a. pernyataan kesanggupan untuk mematu 1 

perundang-undangan Republik Indonesia; 
·1·k· sistem b. pernyataan bahwa bank umum mem1 1 1 

• r . 1. dengan sistem m1ormas1 yang terhubung secara on me 
Penerimaan Daerah; 

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), BUD dapat menerima atau menolak permohonan tersebut 
dengan mef1ilpertimbangkan beberapa aspek antara lain: 

a. kecukupan jumlah Bank Persepsi yang dibutuhkan; 

b. cakupan layanan bank pemohon; dan 

c. kredibilitas bank pemohon. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterima, BUD melaksanakan UAT atas sistem Penerimaan 
Daerah pada bank umum. 

(6) Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
BUD dapat menerima atau menolak permohonan bank umum 
sebagai Bank Persepsi. 

Pasal5 

(1) Qalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud 
<la.lam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem Penerimaan 
Daerah pada bank umum telah memenuhi ketentuan yang 
dipersyaratkan, direktur uta_ma bank umum atau pejabat 
yang diberi kuasa, menandatangani perjanjian kerja sarna 
sebagai Bank Persepsi dengan BUD. 

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: . 

a. hak dan kewajiban; 

b. jangka waktu perjanjian; 

c. pemberian imbalan atas jasa pelayanan; 

d. keadaan kahar; 

e. sanksi berupa denda dan/ atau pengenaan bun 
harus dibayar karena pelayanan yang tidak s·esuai g; Yang 

. .. d engan per.JanJ1an; an 
f. tata cara penyelesaian perselisihan. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana d ' 
dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa Sistem p im~ksud 

. dak enenmaan Daerah pada bank umum ti memenuhi kete tu 
dipersyaratkan, BUD menyampaikan perminta n an Yang 
kepada direktur utama bank umum atau p ~b tertulis eJa a · · 

t Yang 
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. oaerah 
mewakili untuk memperbaiki Sistem Penenmaan 
sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 

. . . adimaksud 
(4) Perb8.lkan s1stem Penerimaan Daerah sebagruman al 

pada ayat (3) harus dilaksanakan d am 
jangka waktu yang ditetapkan BUD. 

Pasal 6 

Bank Persepsi dapat melaksanakan layanan Penerimaan Daerah 
secara elekti-onik pada seluruh kantor cabang/kantor caban~ 
pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagru 
berikut: 

a . memiliki sistem informasi yang terhubung secara online 
dengan sistem Peneriman Daerah; 

b. membukukan setoran Penerimaan Daerah dengan mengkredit 
Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi. 

BAB IV 

PELAKSANMN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka memastikan bank umum dan/atau Bank 
Persepsi telah memenuhi persyaratan sistem Penerimaan 
Daerah yang digunakan dalam penatausahaan Penerimaan 
Daerah secara elektronik, BUD melakukan UAT. 

(2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dai'am hal: . 

a . bank umum mengajukan permohonan untuk menjadi 
Bank Persepsi; 

b. Bank Persepsi mengembangkan/menggunakan sistem 
baru; dan/ atau 

c. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan 
mengakibatkan perubahan pada sistem Penen· Yang 

maan 
Daerah. 

(3) Dalam hal diperlu
1
ka~, BUkDh dapat melaksanakan 

UAT ulang/terbatas tuJuan usus untuk m . 
kepatuhan Bank Persepsi dalam penatausahaan Pen ~nJaga 
Dearah secara elektronik. enrnaan 

Pasal 8 

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: 

a. pengujian proses bisnis (business process te ti 
memastikan bahwa proses bisnis yang disediak s ng) Untuk 

an oleh bank 
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umum dan/ atau Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan yang 
dipersyaratkan oleh BUD; 

b. pengujian sistem informasi dan teknologi (system testing) 
untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/ digunakan 
oleh bank umum dan/ a tau Bank Persepsi telah mendukung 
proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan oleh BUD; dan 

c. pengujian atas pelaporan transaksi (report testing) untuk 
memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan bank 
umum dan/ atau Bank Persepsi sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan oleh BUD. 

Pasal 9 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk 
persyaratan atas pengembangan sistem Penerimaan Daerah Bank 
Persepsi diatur oleh BUD (Collecting Agent Requirement) . 

BABV 

REKENING PENERIMMN DAERAH 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Daerah secara 
elektronik, BUD membuka Rekening Penerimaan pada Bank 
berkenaan. 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk men~mpung Penerimaan Daerah setiap 
hari pada Bank Perseps1. 

(3) Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa rekening dalam mata uang 
Rupiah. 

Pasal 11 

Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana di~aksud pada ayat (2) 
wajib dilimpahkan seluruhnya ke RKUD setiap akhir hari kerja. 

BABVI 

PENYETORAN PENERIMMN DAERAH 

Pasal 12 

(1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor 
menyetorkan Penerimaan Daerah ke Bank Persepsi 
menggunakan Kode Billing. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Penerimaan 0 melalui RKUD dapat dilakukan tanpa menggunakan aerah 
8 ·11· Kocte 1 mg. 
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Pasal 13 

(l) Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

diterbitkan oleh sistem Penerimaan Daerah. 

(2) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperoleh dengan cara: 

a. ~ajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor 
melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Daerah; 
atau 

b. diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di SKPD pengelola 
pendapatan pajak daerah, SKPD pengelola pendapatan 
retribusi daerah, atau SKPKD. 

(3) Dalam hal Kode Billing diperoleh dari perekaman oleh Wajib 
Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor bertanggungjawab atas 

. kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan. 

(4) Dalam hal Kode Billing diperoleh dari penerbitan oleh pejabat 
yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, pejabat yang berwenang bertanggungjawab ~tas 
kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang 
untuk menerbitkan Kode Billing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b ditetapkan oleh masing-masing SKPD dan 
SKPKD. 

BAB VII 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada Biller 

Pasal 14 

(1) Biller pada Pemerintah Daerah menyediakan sarana 
perekaman data transaksi Penerimaan Daerah pada sistem 
Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1). 

(2) Biller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Biller Pajak Daerah yang dikelol.a oleh SKPD pengelola 
pajak daerah melalui sistem aphkasi pendapatan Pajak 

daerah; 

b. Biller Retribusi Da~rah yanl~kdi~eloltria.bole~ SKPD pengelola 
retribusi melalui s1stem ap 1 as1 re us1 daerah; dan 
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. k transaksi 
c. Biller Umum yang dikelola oleh BUD untu k 

d 
. . . . h erta untu 

pen apatan selam paJak dan retr1bus1 daera 5 . 

transaksi penerimaan non pendapatan. 

(3) penerimaan non pendapatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c meliputi namun tidak terbata~ pada: 

a. setoran sisa Vang Persediaan/Tambahan Uang 
Persediaan; 

b. pe!}gembalian belanja; dan 

c. penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga. 

Pasal 15 

(1) Aplikasi Biller sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaijenis Penerimaan Daerah dan 
tata cara perekaman data transaksi Penerimaan 
Daerah dalam rangka penerbitan Kode Billing diatur oleh 
masing-masing Biller. 

Pasal 16 

(1) Biller menerbitkan Kode Billing untuk setiap transaksi 
pembayaran. 

(2) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
masa kedaluwarsa. 

(3) Masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · 
untuk masing-masing jenis Penerimaan Daerah ditetapkan 
oleh masing-masing Biller. 

Pasal 17 

Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikirimk . an 
ke Sistem Settlement. 

Bagian Kedua 

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada Bank Persepsi 

Pasal 18 

( 1) Bank Persepsi menerima penyetoran Penerimaan D 
B·ir ct· aerah berdasarkan Kode 1 mg yang 1sampaikan oleh W .. 

Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor. a.Jib 

(2) Bank Persepsi wajib menerima setiap setoran Pe . 
'ak/W "b R 'b . nenmaan Daerah dari Wajib PaJ aJ1 etn usi/Wajib Bayar;w .. 

Setor tan pa melihat jumlah setoran. a.Jib 
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(3) · Ba~_k Pe~sepsi wajib memberikan pelayanan kepada ~etiap 
WaJib Pa.Jak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor baik 
nasabah maupun bukan nasabah. 

(4) Bank Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi 
seto:an Penerimaan Daerah kepada Wajib Pajak/Wajib 
Retnbusi/Wajib Bayar/Wajib Setor. 

(5) Kepad~ Bank Persepsi yang melanggar ketentuan 
sebaga1mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(6) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara 
BUD dengan Bank Persepsi. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal transaksi Penerimaan Daerah dilakukan melalui 
sarana layanan Penerimaan Daerah dalam bentuk loket/teller 
( over the counter) pada Bank Persepsi se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, Bank Pesepsi wajib melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 

a. menginput Kode Billing yang diberikan Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem 
aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail 
pembayaran; 

b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada 
Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor; 

c. mencetak dan memberikan bukti penerimaan yang ditera 
Kode Billing kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib 

Bayar/Wajib Setor; dan 

d. mengirimkan data transaksi pembayaran ke Sistem 
Settlement yang meliputi antara lain waktu pembay~an 

dan NTB. 
(2) Dalam hal transaksi Penerimaan Daerah dilakukan melalui 

sarana layanan Penerimaan Daerah dalam be~tuk layanan 
dengan menggunakan Sistem Elektromk lainnya 

b • a dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank 
se agruman b . b 'ku 
P -. . "b melakukan hal-hal se agai en t: eseps1 waJl 

'lkan detail transaksi pembayaran berdasarkan 
a. menamp1 . 

Kode Billing pada Sistem Elektromk; 

. ta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib . 
b. memm .. B /W "b s . /W " b Retribusi/WaJ1b ayar aJ1 etor; 

PaJak aJ1 . . 

ak/ emberikan bukti BPD yang d1tera Kode Billing 
c mencet m k d / 

· dan NTB dalam bentuk stru an atau Dokumen 

Elektronik; 
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d. ms etntlgirimkan data transaksi pembayaran ke Sistem 
e ement yan 1. . 

d g me 1puti antara lain waktu pembayaran 
an NTB; dan 

e. me~yedi~an layanan pencetakan ulang bukti BPD kepada 
W8.Jib Pa.Jak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor. 

(3) Bank Persepsi mengkreditkan setiap transaksi Penerimaan· 
Daer~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke 
R~kemng Penerimaan pada Bank Persepsi sebagaimana 
d1maksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

(4) Transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
a!at (l) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPD, tidak dapat 
dibatalkan oleh Bank Persepsi. 

(5) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor diakui sebagai pelunasan 
kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada 
BPD. 

(6) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya 
pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat 
dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib 
Bayar/Wajib Setor. 

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai mekanisme pengembalian Penerimaan Daerah. 

(8) Dalam hal Bank Persepsi telah mengkredit transaksi 
Penerimaan Daerah ke Rekening Penerimaan pada Bank 
Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun 
billing/tagihan dimaksud telah terbayar, Bank Persepsi dapat 
mendebet rekening penerimaan pada Bank Persepsi atas 
transaksi bersangkutan. 

(9) Kepada Bank Persepsi yang melan~ar ketentu~ 

b • ana dimaksud pada ayat (3) d1kenakan sanksi se agaim . . 
administratif berupa surat ~enngatan sa~pru dengan 

b ta PenunJ·ukan sebagru Bank Perseps1. penca u n 

( k . pemberian sanksi administratif sebagaimana 
lO)Me an1sme d 1 . .. k 

dimaksud pada ayat (10) diatur ~ am peIJanJ1an erja sama 
antara BUD dengan Bank Perseps1. 

Bagian Ketiga 

P nerimaan Daerah pada Sistem Settlement 
Penatausahaan e 

Pasal 20 

Billing, Sistem Settlement memberikan 
Berdasarkan Kode . taan pembayaran yang disampaikan oleh 
konfirmasi atas permin 
Bank Persepsi. 
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Pasal 21 
(1) Setelah s· ak . 1stem Settlement menerima informasi trans 51 

pembayaran dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud 
d~am Pasal 19 ayat ( 1) huruf d dan Pasal 19 ayat (2) huruf d, 
Sis~em Settlement merekam informasi transaksi pembayaran 
dar1 Bank Persepsi. 

(2) Sistem Settlement mengirimkan informasi transaksi 
pemb_ayaran yang dimaksud pada ayat (1) kepada Billersecara 
real time. 

(3) Penyampaian informasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
merupakan notifikasi atas diterimanya pernbayaran di 
rekening Kas Daerah. 

Bagian Keernpat 

Penatausahaan Penerimaan Daerah pada BUD 

Pasal 22 

BUD melakukan penatausahaan terhadap data Penerimaan 
Daerah yang diperoleh dari Sistem Settlement dan Bank Persepsi. 

Pasal 23 

Penatausahaan data Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh 
BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi: 

a. pencatatan atas transaksi Penerimaan Daerah; 

b. penelitian atas ketepatan jumlah uang yang dilimpahkan ke 
rekening khusus Penerimaan; 

c. pencatatan atas transaksi pelimpahan Penerimaan Daerah 
berdasarkan nota de bet yang disampaikan oleh Bank Persepsi; 

dan 
d. penyusunan laporan Penerirnaan Daerah. 

BAB VIII 

PELIMPAHAN PENERIMAAN DAERAH DAN PENYAMPAIAN 
LAPORAN OLEH BANK PERSEPSI 

Pasal 24 

P . Daerah yang diterima oleh Bank Persepsi setelah 
enenmaan . h . k . 

Pukul lS.OO waktu setempat pada an ~r:Ja ~ebelumnya sampai 
dengan Pukul lS.00 waktu seten:ipat han kerJa berkenaan wajib 

. . k dari Rekening Penenmaan dalam mata uang Rupiah 
d1hmpah adn·t ·ma di RKUD paling lambat Pukul 16.30 WIB 
dan harus 1 en · 
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Pasal 25 
(l) Kepada Bank Persepsi yang terlambat/kurang melakUkan 

r ah · ak ud pe imp an penerimaan negara sebagaimana dim s 
dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa denda, 

(2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan 
Bank Persepsi. 

Pasal 26 
(1) Bank Persepsi menyampaikan LHP Elektronik kepada BUD 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a . LHP Elektronik disampaikan melalui email; 

b. LHP Elektronik berisi data Penerimaan Daerah yang 
diterima setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari 
kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu 
setempat hari kerja berkenaan; 

c. LHP Elektronik terdiri dari nota debet pelirnpahan, daftar 
norninatif penerimaan, dan rekening koran; dan 

d. LHP Elektronik disampaikan secara terpisah untu~ 
masing-rnasing Rekening Penerimaan. 

(2) LHP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disarnpaikan paling lambat Pukul 09.00 WIB pada 
hari kerja berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh 
BUD. 

(3) Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan 
. sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan 
sanksi adrninistratif berupa surat peringatan sampai dengan 
pencabutan penunjukan sebagai Bank Persepsi. 

(4) Mekanisrne pernberian sanksi adrninistratif sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja sama 
antara BUD dengan Bank Persepsi. 

BABIX 

REKONSILIASI PENERIMAAN DAERAH 

Pasal 27 

Dalarn rangka rnenjarnin validitas dan akurasi data Penerimaan 
Daerah, BUD rnelakukan: · 

a. rekonsiliasi transaksi; dan 

b. rekonsiliasi kas. 

15 

Scanned with CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Pasal28 
( 1) Rekonsiliasi tr k • . 7 

ansa s1 sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf_ a dilakukan dengan membandingkan data setoran 
Penenmaan Daerah yang diterima dari Bank Persepsi dengan 
data Penerimaan Daerah yang tercatat pada Sistem 
Settlement. 

(2) R_ekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara harian. · 

(3) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menghasilkan 3 (tiga) jenis data, sebagai berikut: 

a. Kesesuaian Data (Settled); 

b. CA Only; dan/atau 

c. Settlement Only. 

Pasal 29 

( 1) Dalam hal terdapat data CA Only sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, BUD melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 

a . Memerintahkan Bank Persepsi untuk segera melakukan 
pengiriman data (posting) referensi transaksi NTB ke 
dalam Sistem Settlement; dan 

b. memerintahkan Bank Persepsi untuk segera 
melimpahkan ke Rekening Penerimaan dalam hal dana 
atas data CA Only belum dilimpahkan. 

(2) Dalam hal terdapat data Settlement Only sebagaim~na 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, BUD melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 

Memerintahkan Bank Persepsi untuk segera melakukan 
a. pengiriman data (posting) ref erensi transaksi NTB ke dalam 

Sistem Settlement; 

memerintahkan Bank Persepsi melakukan perbaikan LHP 
b. Elektronik dalam h~l data S~ttlement Only tidak terdapat 

dalam LHP Elektromk yang d1buat oleh Bank Persepsi; dan 

. tahkan Bank Persepsi untuk melimpahkan k 
c. memenn . dal , e 

rekening khusus Pened~ml' aanhk am hal dana atas data 
t Only belum 1 1mpa an. 

Settlemen 
h 1 terdapat Penerimaan Daerah dengan status CA 

(3) oalam a Settlement Only yang tidak dilimpahkan oleh Bank 
Only at~u ada hari kerja berke~aan, diperhitungkan seba ai 
Perseps1 bp tan/ kekurangan pehmpahan oleh Bank Persepg' 
keterlam a s1. 
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Pasal 30 
(l) =e~~tsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 

. . 1 akukan dengan membandingkan jumlah uang yang 
dih_mpahkan ke Rekening Penerimaan dengan kewajiban 
pehmpahan oleh Bank Persepsi berdasarkan transaksi 
Penerimaan Daerah pada hari kerja berkenaan. 

(2) dokumen yang digunakan dalam rekonsiliasi kas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. nota debet dan rekenin.g koran yang diterima dari Bank 
Persepsi; 

b. nota kredit dan rekening khusus Penerimaan; dan 

c. LHP Elektronik. 

(3) Dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bank Persepsi 
lebih besar dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, 
BUD melakukan pengembalian atas kelebihan pelimpahan 
tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen 
permintaan pengembalian dimaksud diterima secara lengkap 
dan benar. 

(4) Dalam haljumlah uang yang dilimpahkan oleh Bank Persepsi 
lebih kecil dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, 
BUD memerintahkan Bank Persepsi melakukan pelimpahan 
atas kekurangan pelimpahan tersebut. 

(5) Kepada Bank Persepsi yang melakukan kekurangan 
pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai 
sanksi administratif berupa denda. 

(6) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan 
Bank Persepsi. 

Pasal 31 

Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dalam rangka penyusunan 
laporan keuangan satuan kerja dilaku~an. sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mengena1 s1stem akuntansi 

pemerintah daerah. 

BABX 

GANGGUAN JARINGAN 

Pasal 32 

. . n dalam pengelolaan Penerimaan Daerah secara Gangguan Jannga 
elektronik terdiri atas: 

menyebabkan Biller tidak dapat menerbitk 
a. gangguan yang an 

Kode Billing; 
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b. gan&&l:'an . yang menyebabkan Bank Persepsi tida~ ~apat 
menenma mformasi data setoran atas Kode Billing dan sistem 
Settlement; 

c. gan~an yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat 
menginmkan NTB setelah melakukan perintah bayar atas · 
transaksi Penerimaan Daerah; dan . 

d. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses 
pelimpahan Penerimaan Daerah dan/atau penyampaian LHP 
Elektronik kepada BUD sesuai dengan ketentuan. 

Pasal33 

(1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Biller tidak 
dapat menerbitkan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 huruf a, Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib 
Bayar/Wajib Setor melaksanakan penyetoran Penerimaan 
Daerah secara manual. 

(2) Tata cara penyetoran Penerimaan Daerah secara manual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing 
masing Biller. 

Pasal 34 

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi 
tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode Billing 
dari Sistem Settlement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf b, Bank Persepsi membatalkan setoran dan 
mengembalikan Kode Billing kepada Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor. 

Pasal 35 

(I) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi 
tidak dapat mengirimkan NTB setelah melakukan perintah 
bayar atas transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf c: 

a. Bank Persepsi mengirimkan kembali data transaksi Yang 
sama dengan transaksi sebelumnya; dan 

b. dalam hal Bank Persepsi masih belum dapat mengirimkan 
NTB setelah dilakukan penni~~an ulang, Bank Persepsi 
menerbitkan BPD tanpa mengmmkan NTB; 

(2) Bank/Pos Persepsi wajib mel~mpahkan Penerimaan Daerah 
yang telah diberikan penntah bayar namun tidak 
mengirimkan NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(a) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksu_d pada ayat (l) 
terjadi pada layanan dengan menggunakan S1stem Elektronik 
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,. 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
b, Bank Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. me~berikan inforrnasi status setoran yang dilakukan oleh 
WaJib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar /Wajib Setor 
melalui sarana call center atau layanan informasi nasabah 
lainnya; dan 

b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPD. 

Pasal36 
(1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan 

terganggunya proses pelimpahan Penerimaan Daerah 
dan/ atau penyampaian LHP Elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, Bank Per~epsi 
memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada 
BUD secara tertulis pada hari berkenaan. 

(2) Dalam hal gangguan sebagalmana dimaksud pada 1;1.yat (l) 
disebabkan oleh gangguan komunikasi data 
dengan Bank Indonesia, Bank Persepsi memberitahukan 
terjadinya gangguan dimaksud kepada BUD dengan disertai 
surat keterangan dari Bank Indonesia yang menyatakan 
telah terjadi gangguan komunikasi data dalam pelaksanaan 
pelimpahan berkenaan. 

BAB XI 

KOREKSI DATA DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH 

Pasal 37 

( 1) Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Daerah yang 
telah disetor ke Kas Daerah oleh Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi/Wajib Bayar/Wajib Setor diajukan kepada masing­
masing Biller. 

(2) Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Daerah 
dapat disampaikan melalui SKPD pemilik tagihan. 

(3) Biller melakukan penelitian, pengujian, dan perubahan atas 
data transaksi Penerimaan Daerah berdasarkan permohonan 
koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat 
(2). 

(4) Biller menyampaikan perubahan data transaksi Penerimaan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BUD. 

(5) Tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap 
permohonan koreksi atas kesalahan penginputan elemen 
data billing diatur lebih lanjut oleh masing-masing Biller. 
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Pasal 38 Daerah 
. rimaan 

Berdasarkan perubahan data transaks1 Pene IakUkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, BUD meah yang 

. . aan Daer penyesua1an terhadap data transaksi Penenm 
ditatausahakan. 

Pasal 39 
b .h /kesalahan (1) Permohonan pengembalian atas kele 1 an ·

1 
h 

penyetoran/pembayaran Penerimaan Daer9:1:1 ° e 
Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar/WaJib Setor 
diajukan kepada Biller atau SKPD pemilik tagihan. 

(2) Tata cara pengembalian atas kelebihan/kes~ahan 
penyetoran/pembayaran Penerimaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perat~ran 
perundang-undangan yang mengatur mengenai mekamsme 
pengembalian Penerimaan Daerah. 

BAB XII 

IMBALAN JASA PELAYANAN, DAN PENGGANTIAN ATAS BIAYA 
PELIMPAHAN 

Pasal 40 

(1) Kepada Bank Persepsi dapat diberikan imbalan atas jasa 
pelayanan Penerimaan Daerah. 

(2) Imbalan jasa atas pelayanan Penerimaan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 
berdasarkan: 

a . Kode Billing yang berhasil ditransaksikan; dan/ atau 

b. jenis Penerimaan Daerah. 

(3) Kode Billing yang berhasil ditransaksikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan terbitn a 
NTB dan diterimanya pembayaran pada Rekeni:g 
Penerimaan. 

(4) Besamya imbalan atas jasa pelayanan Penerimaan Daerah 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. 

Pasal 41 

Tata cara pengajuan imbalan jasa pelayanan Penerimaan D 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur Iebih Ian. t d aerah 

• d. • uu engan Peraturan Bupati tersen m. 
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BAB XIII 
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

Pasal 42 
(l) Dalam .ha_l terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), Bank 

Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan 
atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Bank Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar (Force 
Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertuli~ 
kepada BUD dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure). 

BAB XIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43 
(1) SKPD dapat mengembangkan dan mengelola sistem 

Penerimaan SKPD secara Elektronik yang terpisah dari Sistem 
Penerimaan Daerah secara Elektronik yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Sistem Penerimaan SKPD secara Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima melalui Rekening Penerimaan 
SKPD. 

(3) Penerimaan pada Rekening Penerimaan SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus disetorkan ke RKUD paling 
lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. 

(4) Ketentuan mengenai UAT untuk Sistem Penerimaan Daerah 
secara Elektronik berlaku mutatis mutandis terhadap Sistem 
Penerimaan SKPD secara Elektronik. 

(5) Perjanjian kerja sama den~an Ban~ Persepsi dalam sistem 
Penerimaan SKPD sebagrumana d1maksud pada ayat (1) 
ditandantangani oleh Kepala SKPD. 

(6) Penerapan sistem Penerimaan S~PD secara Elektronik 
ditetapkan dengan Keputusan Bupat1. 

Pasal 44 

(1) Kepala SKPD pengelola pajak daerah, Kepala SKPD pengelola 

tr.b • daerah BUD, dan Kepala SKPD yang melaksanakan re 1 USl , . . , . 

f . mbangan teknologi m1ormas1 melaksanakan ungs1 penge . 
P

engembangan, dan 1mplementasi Sistem 
perencanaan, "k 
P . Daerah secara Elektrom . enenmaan 

Penerimaan Daerah secara Elektronik 
(2) Pelaks~aan d "maksud pada ayat (1) berpedonian pada 

sebagaimana 1 · ak b gaimana Lamp1ran yang merup an bagian 
pentahap~n se a dari Peraturan Bupati ini. 
tidak terp1sahkan 
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 45 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku bank umum yang 
telah i:nelaksanakan kerja sama dengan P~merintah Daerah 
sebag~i Bank Persepsi wajib menyelenggarakan pelayanan 
penenmaan daerah secara elektronik secara terintegrasi dengan 
Sistem Settlement paling lambat mulai 1 Januari 2021. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

·- ·, 
Nu JABATAN P1\RAf I 

~ 

2 V. 

3 

4 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 0 JUL 2020 
BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 

22 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMORa8 TAHUN 2020 

TENTANG 
SISTEM PENERIMAAN DAERAH SECARA 

ELEKTRONIK 

TAHAPAN IMPLEMENTASI 
PENERIMMN DAERAH SECARA ELEKTRONIK 

Jenis Pendapatan Target Implementasi Tenggat W aktu 

Pajak Daerah Seluruh penerimaan pajak Paling Iambat 1 

daerah dibayarkan Januari 2021 

menggunakan kode billing 

Retribusi Daerah Seluruh retribusi daerah Paling Iambat 1 
diproses melalui aplikasi Januari 2022 
Biller. 

Seluruh setoran retribusi 
dibayarkan menggunakan 
kode billing. 

Penerimaan Non Tersedia aplikasi Biller Paling lambat 3 
Pajak Daerah dan Umum. bulan setelah 
Non Retribusi Penyetoran menggunakan Peraturan Bupati 
Daerah kode billing. diundangkan. 

lntegrasi Bank Bank Persepsi terhubung Paling lambat 1 
Persepsi dengan dengan Sistem Settlement Oktober 2020 
Sistem Settlement 

Integrasi Sistem Keterhubungan data Paling lambat 1 
Billing Pajak dengan pembayaran pada Sistem Januari 2021 
Sistem Settlement Billing Pajak dengan Sistem 

Settlement 

Integrasi Sistem Ketersediaan Application Paling lambat 1 
Settlement dengan Program Interface (API) Maret 2022 
Pusat Penyajian pada Sistem Settlement 
Data ( Command dengan Command Center 
Center) 

BUPATI BANYUMAS 
I 

Nu JABATAN PAR Af l 
' 

ACHMAD HUSEIN 
2 

3 

4 
23 . 
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